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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Hubungan antara manusia dengan lingkungannya masih menjadi perhatian 

dunia karena tanpa disadari kegiatan manusia dalam menunjang kebutuhan 

hidupnya cenderung merugikan makhluk hidup lainnya, maka dari itu perlu 

diadakannya suatu perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan suatu upaya sistematis dan terpadu 

yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 

pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.1 

Perkembangan kongres PBB yang berkaitan dengan The Prevention of 

Crime and Treatment of Offenders yang menitikberatkan pada bentuk-bentuk 

dimensi kejahatan terhadap pembangunan (crime against development), kejahatan 

terhadap kesejahteraan sosial (crime against social welfare), serta kejahatan 

terhadap kualitas lingkungan hidup (crime against the quality of life), membuktikan 

bahwa kejahatan terhadap lingkungan merupakan salah satu permasalahan penting 

yang terus dikaji dan diperhatikan bukannya hanya secara nasional melainkan juga 

negara-negara di dunia.  Melihat seberapa besarnya dampak yang ditimbulkan 

dalam kejahatan terhadap lingkungan, maka terdapat asas-asas serta ketentuan-

ketentuan tertentu dalam menanggulangi permasalahan Lingkungan Hidup salah 

satunya dengan mengadopsi sistem pertanggungjawaban mutlak atau Strict 

 
1  Indonesia, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, 

LN NO. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, Ps. 1 angka 2 
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Liability dalam penjatuhan sanksi/hukuman terhadap pelaku kejahatan terhadap 

lingkungan.2 

Pertanggungjawaban pidana secara umum diartikan sebagai suatu 

konsekuensi yang harus diterima oleh pelaku, akibat adanya suatu perbuatan hukum 

yang melanggar norma dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. 

Pertanggungjawaban Pidana sendiri berkaitan erat dengan keberadaan subjek 

hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya 

yang melanggar ketentuan dalam norma yang berlaku dalam suatu negara. Biasanya 

seorang subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban  didasari dengan adanya 

unsur kesalahan, dimana seorang pelaku tindak pidana tidak dapat serta merta 

dimintai pertanggungjawaban pidana sebelum dibuktikan terlebih dahulu 

perbuatannya tersebut memenuhi unsur kesalahan dalam tindak pidana. Negara 

yang menganut sistem civil law, melihat ada atau tidaknya suatu tindak pidana 

menggunakan pandangan asas legalitas, sedangkan yang mendasari adanya 

pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan.3  

Rudiger Lummert, berpandangan dalam tulisannya yang berjudul  "Changes 

in Civil Liability Concept", bahwa dengan adanya perkembangan industrialisasi 

yang menimbulkan resiko yang semakin luas serta semakin kompleksnya 

menentukan hubungan sebab akibat dari suatu perbuatan hukum, maka ia 

berpendapat bahwa teori hukum seharusnya meninggalkan konsep "kesalahan" dan 

lebih berfokus pada konsep "resiko", Hal ini tentunya diikuti dengan 

mengklasifikasikan tindakan-tindakan tertentu yang memiliki resiko atau dampak 

 
2 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga rampai hukum pidana, (Bandung: Alumni, 1992)  
3 Muhammad Hafidz Habibie, “Analisis Yuridis Mens Rea (Sikap Batin Jahat) Dalam 

Tindak Pidana Korupsi yang Dapat Merugikan Keuangan Negara,” (Skripsi Sarjana Universitas 

Negeri Semarang. Semarang,  2017), hlm. 26. 



3 

 

 

 

yang lebih tinggi dan lebih besar, dari tindakan biasa lainnya. Berdasarkan 

pandangan tersebut, seiring dengan perkembangan masyarakat, sistem 

pertanggungjawaban dalam penegakan hukum pidana pun ikut berkembang, 

khususnya dalam bidang lingkungan hidup. dengan munculnya berbagai kasus 

lingkungan hidup yang terbilang berdampak sangat besar bagi kehidupan manusia 

namun sulit sekali teratasi. 

Seperti kasus tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. 

Kalista Alam, digugat atas tindakan pembakaran 1000 hektar lahan hutan di Rawa 

Tripa pada tahun 2012. kemudian Kasus Mandalawangi, terjadi pada tahun 2003 

antara penggugat yaitu warga Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Provinsi 

Jawa Barat dan tergugat Perum Perhutani, yang dianggap secara langsung maupun 

tidak langsung telah mengubah sifat fisik lingkungan hutan menjadi tidak berfungsi 

sebagaimana mestinya, melakukan perubahan tata guna lahan hutan tanpa 

memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. dan yang terakhir Kasus Sungailiat, 

dimana Pengadilan Tinggi Bangka Belitung melalui putusannya 

No:21/Pid/2021/PT BBL, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat yang 

menghukum 6 Ketua RT yang menandatangani surat undangan sosialisasi rencana 

gugatan atas dampak bau PT BAA di Kab Bangka, atas dasar bahwa  perbuatan 

para terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana, melepaskan Para Terdakwa dari 

seluruh tuntutan, dan memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, 

kedudukan, harkat dan martabatnya.4 Menurut James E. Krier dalam karyanya yang 

berjudul 'Environment Litigation and the Burden of Proof", bahwa doktrin strict 

liability merupakan bantuan yang sangat besar dalam peradilan mengenai kasus-

 
4 Sri Wahyuni, et al. “Konsistensi Putusan Hakim terhadap perkara kerugian lingkungan 

hidup Di Indonesia,” Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan (September 2021) hlm. 200 
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kasus lingkungan, karena banyak kegiatan-kegiatan yang menurut pengalaman 

menimbulkan kerugian terhadap lingkungan merupakan tindakan-tindakan yang 

berbahaya, yang mana nantinya dapat diberlakukan ketentuan tanggung jawab 

tanpa kesalahan. sehingga berkembang pula suatu konsep pertanggungjawaban 

pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup yang sekiranya dapat menjadi 

instrumen bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan 

penanggulangan tindak pidana dalam bidang lingkungan hidup. Konsep 

pertanggungjawaban tersebut, salah satunya dikenal dengan Pertanggungjawaban 

mutlak atau strict liability.5 

 Konsep Pertanggungjawaban mutlak (strict liability) sendiri merupakan hal 

yang terbilang “baru” dalam sistem pertanggungjawaban hukum di Indonesia, pada 

awalnya konsep ini hanya ada dan diterapkan pada negara dengan sistem common 

law. Asas Strict Liability merupakan suatu konsep pertanggungjawaban tanpa 

“kesalahan” yang diadopsi dari sistem hukum Anglo Saxon (common law system), 

yang berkembang di Inggris dan Amerika Serikat, dimana berawal dari sebuah 

kasus di Inggris yaitu antara Rylands dengan Fletcher pada tahun 1868. Kasus 

antara Rylands dan Fletcher menimbulkan suatu pandangan atau pendapat, bahwa 

apabila seseorang menjalankan jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai 

kegiatan extra-hazardous atau ultrahazardous atau abnormally dangerous, maka 

diwajibkan memikul semua kerugian yang timbul meskipun perbuatan yang 

 
5 Hendrik Salmon, “Eksistensi dan Fungsi Prinsip Strict Liability dalam Penegakan Hukum 

Lingkungan” https://fh.unpatti.ac.id/eksistensi-dan-fungsi-prinsip-strict-liability-dalam-penegakan-

hukum-

lingkungan/#:~:text=Konsep%20strict%20liability%20diartikan%20sebagai,adanya%20persyarata

n%20perlu%20adanya%20kesalahan, diakses pada 30 September 2022. 

https://fh.unpatti.ac.id/eksistensi-dan-fungsi-prinsip-strict-liability-dalam-penegakan-hukum-lingkungan/#:~:text=Konsep%20strict%20liability%20diartikan%20sebagai,adanya%20persyaratan%20perlu%20adanya%20kesalahan
https://fh.unpatti.ac.id/eksistensi-dan-fungsi-prinsip-strict-liability-dalam-penegakan-hukum-lingkungan/#:~:text=Konsep%20strict%20liability%20diartikan%20sebagai,adanya%20persyaratan%20perlu%20adanya%20kesalahan
https://fh.unpatti.ac.id/eksistensi-dan-fungsi-prinsip-strict-liability-dalam-penegakan-hukum-lingkungan/#:~:text=Konsep%20strict%20liability%20diartikan%20sebagai,adanya%20persyaratan%20perlu%20adanya%20kesalahan
https://fh.unpatti.ac.id/eksistensi-dan-fungsi-prinsip-strict-liability-dalam-penegakan-hukum-lingkungan/#:~:text=Konsep%20strict%20liability%20diartikan%20sebagai,adanya%20persyaratan%20perlu%20adanya%20kesalahan
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dilakukan sangat hati-hati (utmost care), guna mencegah bahaya kerugian dari 

kegiatan yang dilakukan tanpa sengaja.6  

Dalam hal tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di 

Indonesia sendiri, sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

32 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berbeda dengan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, 

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 32 Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009, dimana : 

“Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 

berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.”  

 

Berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka 32 Undang-Undang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup diatas, dapat dikatakan bahwa dalam hal tindak 

pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, suatu korporasi dapat 

dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang berkaitan dengan 

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. Dalam melakukan kegiatan usahanya, korporasi seringkali 

mengesampingkan dan cenderung mengacuhkan keadaan lingkungan sekitar, 

sehingga berakibat pada pencemaran yang sangat besar baik dari kuantitas maupun 

kualitas pencemarannya. Pencemaran terhadap lingkungan hidup yang timbul dari 

 
6 Sodikin, “Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata 

Dalam Sengketa Lingkungan di Era Globalisasi,” Al-Qisth Law Review (2022) 
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kegiatan produksi suatu korporasi terbilang jauh lebih besar bila dibandingkan 

dengan kegiatan produksi perseorangan, hal ini karena korporasi bukan hanya 

melibatkan satu atau dua orang perseorangan ditambah lagi dengan adanya kegiatan 

industri yang melibatkan teknologi. Dalam hal tindak pidana pencemaran dan 

perusakan lingkungan hidup, pertanggungjawaban pidana korporasi/corporate 

liability, menjadi permasalahan yang sangat sulit dan kompleks terlebih dalam hal 

pembuktian bentuk-bentuk pelanggaran di bidang lingkungan hidup itu sendiri, 

dimana implikasinya pada pertanggungjawaban pidana (criminal liability)  yang 

lahir dari timbulnya suatu kerugian (harm) yang disebabkan oleh suatu tindak 

pidana (crime).7  

Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan terhadap suatu korporasi 

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menganut konsep 

pertanggungjawaban mutlak atau “Strict Liability”, hal ini tercantum dalam 

ketentuan Pasal 88 yang menyebutkan bahwa : 

“setiap orang bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa 

perlu pembuktian unsur kesalahan”. 

Dengan diterapkannya konsep strict liability sebagai dasar sistem 

pertanggungjawaban baik secara administrasi, perdata, dan terkhusus pidana dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, maka akan timbul pertanyaan, bagaimana suatu subjek hukum 

dalam hal ini korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa perlu 

terlebih dahulu membuktikan unsur kesalahan dalam perbuatannya, sedangkan 

 
7 Saskia Eryarifa, “Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana 

Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup,” Jurnal Mahupas (Juni 2022), hlm. 107 
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hukum pidana di Indonesia menganut konsep “Tiada pidana tanpa kesalahan”. 

Berdasarkan hal tersebut, pun dalam penerapannya konsep pertanggungjawaban 

mutlak atau strict liability ini masih jarang digunakan dalam hal 

pertanggungjawaban pidana, hal ini dikarenakan belum adanya hukum yang secara 

eksplisit mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan 

konsep strict liability, bahkan secara substansial, ketentuan dalam Pasal 88 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, seringkali hanya diartikan sebatas 

pertanggungjawaban secara perdata. Berangkat dari hal tersebut, timbul suatu 

pertanyaan, dapatkah konsep strict liability diimplementasikan dalam sistem 

pertanggungjawaban pidana atas pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang dilakukan 

oleh suatu korporasi. 8 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kasus PT. TOMPO DALLE 

yang melakukan kegiatan pembabatan ratusan pohon mangrove di daerah pesisir, 

di kawasan hutan mangrove di Lantebung, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, 

Makassar, Sulawesi Selatan dengan cara mencabut 200 pohon mangrove 

menggunakan ekskavator dan tali sling. Berdasarkan kesaksian dari Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Makassar, Bahwa PT. TOMPO DALLE tidak pernah 

berhubungan dengan instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar untuk 

mengurus surat – surat atau administrasi lainnya berkaitan dengan kegiatan 

penebangan mangrove, pembangunan pagar dan penimbunan jalan di Lantebung 

Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Maka dapat dikatakan 

bahwa kegiatan PT. TOMPO DALLE tersebut tidak memiliki izin lingkungan serta 

 
8 Ibid., hlm. 110 
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mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yakni, kematian dan 

kerusakan lingkungan hutan mangrove seluas 97m x 14m dan 440m x 14 m 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);  

“setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau Upaya 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup 

(UKL-UPL) wajib memiliki izin lingkungan.” 

 

Sehingga berdasarkan fakta tersebut PT. TOMPO DALLE yang diwakili oleh Ir. 

SRI WINARYATI selaku Direktur, didakwa oleh Penuntut Umum dengan 

Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 109 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf “a” UU No. 

32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 

berbunyi,9 : 

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin 

lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 

(tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” 

Berdasarkan pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas, Hakim memutuskan 

dalam amar putusan yaitu : 

1. Menyatakan terdakwa PT. Tompo Dalle yang diwakili oleh Ir. Sri Winaryati 

selaku Direktur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan Tindak Pidana “Pengrusakan Lingkungan” sebagaimana diatur 

dan diancam pidana dalam Pasal 109 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf 

“a” UU R.I No. 32 tahun 2009 dalam Dakwaan Tunggal;  

2. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar 

rupiah);  

 
9 Pengadilan Negeri Makassar, Putusan No. 1673/Pid.B/LH/2020/PN.Mks., hlm. 24 
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3. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa melakukan perbaikan atas 

kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari tindak pidana tersebut. 

 

Berdasarkan pada uraian penulis diatas, dengan melihat fakta bahwa 

kurangnya uraian terhadap penerapan asas Strict Liability dalam 

pertanggungjawaban pidana atas tindak pencemaran dan perusakan terhadap 

lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi implikasinya pada penegakan 

hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian karya tulis ilmiah dengan mengangkat judul 

“Pertanggungjawaban Pidana Atas Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 

Hidup oleh Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability” 

2. Rumusan Masalah 

 Maka berdasarkan pada apa yang sudah diuraikan penulis pada bagian latar 

belakang, maka rumusan permasalahan dari isu hukum diatas dapat berupa ; 

1. Bagaimana Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Tindak 

Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup berdasarkan pada 

Asas Strict Liability ? 

2. Bagaimana Penerapan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi 

sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 

Hidup berdasarkan Asas Strict Liability? 
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3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan permasalahan diatas dilakukannya Penelitian 

ini bertujuan untuk ; 

1. Mengetahui dan Memahami Urgensi Pertanggungjawaban Pidana 

terhadap Korporasi atas Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan 

Lingkungan Hidup berdasarkan Asas Strict Liability 

2. Mengetahui dan Memahami Penerapan Pertanggungjawaban Pidana 

terhadap Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup 

berdasarkan pada Asas Strict Liability. 

4. Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoritis  

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dan menambah 

sarana informasi dalam dunia pendidikan serta ilmu pengetahuan terhadap 

hukum pidana dalam lingkungan khususnya asas strict liability dalam 

pertanggungjawaban pidana korporasi.  

2) Manfaat Praktis  

Diharapkan penelitian ini nantinya dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat, pemerintah, terkhusus pihak swasta (dalam hal ini korporasi) 

akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup karena 

dampaknya yang sangat besar bagi kehidupan umat manusia di masa yang 

akan datang. 

 

 



11 

 

 

 

5. Ruang Lingkup Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian karya tulis ilmiah ini penulis menitikberatkan 

pada kajian terhadap urgensi serta penerapan asas Strict Liability dalam 

pertanggungjawaban pidana oleh korporasi pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimana hal 

ini ditunjang dengan analisis terhadap Putusan Nomor : 1673/Pid.B/LH/2020/PN 

Mks. 

 

6. Kerangka Teori 

Dalam hal menganalisis dan menjawab apa yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini, dianggap tepat bahwasannya penulis menggunakan teori 

penegakan hukum, teori kebijakan hukum pidana, teori pertanggungjawaban 

pidana, sebagaimana yang diuraikan ;  

6.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu proses penjatuhan 

hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang dalam perbuatannya 

bertentangan dengan norma hukum yang berlaku atau menyebabkan 

timbulnya suatu keadaan yang dilarang oleh hukum yang mengancam 

ketertiban umum. Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan suatu 

proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. 

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan  dengan terpenuhinya 

seluruh unsur tindak pidana, melainkan pertanggungjawaban pidana juga 

berdasar pada adanya unsur kesalahan dari pembuat/pelaku. Dalam hal 

pertanggungjawaban pidana, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu 



12 

 

 

 

pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental 

dalam tindak pidana.10  

Dalam perkembangannya, pertanggungjawaban pidana tidak hanya 

bertumpu pada konsep kesalahan saja. Hal ini merupakan suatu konsekuensi 

yang harus diterima seiring dengan adanya perkembangan masyarakat yang 

juga mempengaruhi terjadinya perluasan konsep kejahatan / tindak pidana 

yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga meningkatkan 

logika berpikir manusia dalam menyelesaikan dan menanggulangi 

kejahatan tersebut. Maka dari itu, muncul berbagai konsep/model 

pertanggungjawaban pidana yang terbilang baru dalam hukum positif di 

Indonesia, salah satunya konsep atau asas pertanggungjawaban mutlak 

(Strict Liability).  

Konsep Pertanggungjawaban mutlak (Strict Liability) sendiri 

diartikan sebagai konsep pertanggungjawaban tanpa kesalahan, yang 

sebenarnya bertentang dengan asas hukum pidana yang menyatakan bahwa 

tiada pidana tanpa adanya kesalahan (geen straf zonder schuld), yang 

mengharuskan adanya kesengajaan atau kealpaan. Dalam sistem tanggung 

jawab pidana mutlak hanya dibutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari 

terdakwa. Artinya, dalam melakukan perbuatan tersebut, apabila si 

terdakwa mengetahui atau menyadari tentang potensi kerugian bagi pihak 

 
10 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006), hlm 4. 
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lain, maka keadaan ini cukup untuk menuntut pertanggungjawaban 

pidana.11 

Pertanggungjawaban mutlak (strict liability) sudah lama diterapkan 

pada sistem hukum common law, dimana pertanggungjawaban ini biasanya 

dibebankan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan 

hidup, seperti pada kasus Burnie yang berkaitan dengan strict liability 

karena kerusakan kebakaran yang disebabkan oleh kontraktor yang bekerja 

dengan zat kimia di area milik pemerintah, pengadilan memutuskan bahwa 

untuk tujuan sistem common law Australia telah mengadopsi putusan kasus 

Rylands vs. Fletcher di Inggris, yang melahirkan suatu pendapat mengenai 

pertanggungjawaban tanpa kesalahan, yang sampai sekarang berkembang 

menjadi sebuah konsep pertanggungjawaban pidana tanpa perlu 

membuktikan adanya kesalahan terlebih dahulu guna mencegah terjadinya 

dampak/kerugian yang lebih besar bagi kehidupan masyarakat.12 

6.2 Teori Penegakan Hukum 

Penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha untuk 

mewujudkan gagasan yang berkaitan dengan prinsip keadilan, kepastian 

hukum dan kemanfaatan sosial agar dalam penerapannya prinsip hukum 

tersebut dapat menjadi kenyataan hukum yang saling berkesinambungan 

dan menciptakan suatu hubungan hukum yang terjalin dengan baik dan 

 
11 Diana Kusumasari, “Konsep dan Praktik Strict Liability di Indonesia” Hukumonline.com 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia-

lt4d089548aabe8 (Maret 2011), Diakses pada 26 September 2022 
12 Mahfud, “Hukum Lingkungan dan Pertanggungjawaban Strict Liability dalam Hukum 

Common Law,”  Kanun Jurnal Ilmu Hukum (Desember 2010), hlm. 589 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia-lt4d089548aabe8
https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia-lt4d089548aabe8
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benar.13 Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan suatu upaya 

mewujudkan tujuan atau cita-cita dari ditetapkannya suatu kebijakan hukum 

yang menjadi pedoman bagi seluruh subjek hukum baik bagi masyarakat, 

badan hukum (korporasi) maupun aparat penegak hukum yang secara sah 

memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dalam 

menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga nantinya dengan 

ditegakkannya suatu hukum tersebut dapat menjamin terjalinnya keadilan, 

kepastian dan kemanfaatan sosial dalam kehidupan masyarakat 

sebagaimana mestinya. 14 

Menurut Satjipto Rahardjo, masalah penegakan hukum ini 

merupakan permasalahan yang terbilang cukup rumit, hal ini karena 

beberapa faktor yang mempengaruhi seperti15 :   

a. Isi Peraturan Perundang-Undangan;  

b. Kelompok kepentingan dalam masyarakat;  

c. Budaya hukum;  

d. Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan. 

maka dari itu dalam penegakannya, suatu kebijakan hukum harus 

memperhatikan unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial agar dapat 

teraktualisasinya hukum sebagai bingkai atau pedoman bagi masyarakat 

serta aparat penegak hukum dalam berperilaku dan menjalankan 

 
13 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta : Kencana Prenada, 2012), hlm 

15. 
14 Ibid., hlm 16 
15 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, (Bandung : Sinar Baru, 1987), hlm 15. 
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tugas/wewenang sebagaimana yang telah diatur dalam suatu Perundang-

Undangan. 

 Berdasarkan hal tersebut, dalam hal penegakan hukum pidana di 

Indonesia sendiri telah mengalami banyak perkembangan pada berbagai 

bidang khususnya dalam penelitian ini, penegakan hukum pidana dalam 

bidang lingkungan hidup. Dimana penegakan hukum pidana lingkungan 

hidup tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku, 

tetapi bagaimana untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian 

terhadap lingkungan/ekosistem, masyarakat dan negara sebagaimana yang 

dianut dalam penegakan hukum perdata maupun administrasi. penguatan 

penegakan hukum restoratif. Pertama, penguatan pencegahan melalui 

pengamanan dalam satu kesatuan komando. Kedua, penerapan sanksi 

administratif paksaan pemerintah berupa perintah pemulihan lingkungan, 

beserta penerapan dendanya. Ketiga, penyelesaian sengketa berupa ganti 

rugi dan tindakan tertentu atas perusakan dan/atau pencemaran. Keempat, 

penegakan hukum pidana tambahan melakukan tindakan tertentu perbaikan 

kualitas lingkungan. Kelima, penegakan hukum multidoor dan tindak 

pidana pencucian uang untuk penguatan efek jera dan pengembalian 

kerugian negara.16 

Berpandangan dari penjelasan diatas, penegakan hukum dapat 

dikatakan pula sebagai suatu konsep penerapan hukum yang disusun dalam 

 
16 Nunu Anugrah, “Refleksi KLHK 2021: KLHK Konsisten Terus Perkuat Penegakan 

Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan,” Website Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4593/refleksi-klhk-2021-klhk-konsisten-

terus-perkuat-penegakan-hukum-lingkungan-hidup-dan-kehutanan (Desember 2021), Diakses pada 

25 September 2022 

https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4593/refleksi-klhk-2021-klhk-konsisten-terus-perkuat-penegakan-hukum-lingkungan-hidup-dan-kehutanan
https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4593/refleksi-klhk-2021-klhk-konsisten-terus-perkuat-penegakan-hukum-lingkungan-hidup-dan-kehutanan
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berbagai sub-sistem yang saling berkaitan, maka penerapan hukum tersebut 

haruslah dipandang dari 3 dimensi17 :  

a. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative 

system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang 

menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana; 

b. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif 

(administrative system) yang mencakup interaksi antara pelbagai 

aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan 

diatas; 

c. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), 

dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula 

diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam 

lapisan masyarakat. 

Dalam hal menegakan suatu kebijakan atau norma hukum diperlukan suatu 

cara atau alat yang dapat menjadi pedoman sekaligus paksaan bagi subjek 

hukum terkait sebagai konsekuensi dari suatu proses rasional yang 

dirancang untuk mewujudkan ide atau gagasan hukum yang terjalin dalam 

suatu kebijakan atau norma hukum yang bersumber dari nilai-nilai yang ada 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.18  

  

 

 
17 Vivi Junita Nugrahani, “Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Sanksi Pidana Dalam 

Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, (Skripsi Sarjana Universitas Sriwijaya. Palembang, 2018), hlm 

29. 
18 Andi Hamzah, Masalah Penegakan Hukum Pidana ( Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hlm 

21. 
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7. Metode Penelitian 

7.1 Jenis Penelitian 

Pada dasarnya penelitian merupakan suatu upaya pencarian ilmu 

pengetahuan yang benar yang nantinya pengetahuan yang benar 

tersebut dapat menjawab pertanyaan dari ketidaktahuan tertentu, karena 

suatu penelitian tidak dapat dilaksanakan apabila tidak diawali dengan 

suatu ketidaktahuan.19 Dalam menyusun penulisan karya tulis ilmiah 

ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif. 

Yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif adalah penelitian 

yang menitikberatkan pada pembahasan mengenai asas-asas, 

pengertian-pengertian (doktrin), dan sistematika dalam ilmu hukum. 

Penelitian hukum normatif dalam kepustakaan Anglo Amerika disebut 

juga sebagai legal research  yang merupakan penelitian internal dalam 

disiplin ilmu hukum.20 

7.2 Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu 

hukum) yang sedang dihadapi dan telah dikaji. Pendekatan 

perundang-undangan dapat juga dilakukan dengan cara 

mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar 

dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu 

 
19 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, cet 5 (Jakarta : Sinar Grafika, 2014) hlm. 1 
20 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram : Mataram University Press, 2020), hlm 

45. 
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dengan Undang-Undang yang lainnya. Mengingat dalam penelitian 

ini, penulis mengkaji suatu asas yang tercantum dalam substansi 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, serta Peraturan 

Perundang-Undangan terkait, maka penulis menggunakan metode 

pendekatan Perundang-Undangan, untuk nantinya diharapkan 

dapat menjawab permasalahan yang menjadi kajian penulis dalam 

menyusun suatu karya tulis ilmiah. 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Yang dimaksud dengan Pendekatan Konseptual adalah suatu 

pendekatan dalam penelitian hukum yang menjawab permasalahan 

hukum dari sudut pandang yang dilihat dari pandangan-pandangan 

dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, 

bagaimana suatu konsep melatarbelakangi dibentuknya suatu 

Peraturan Perundang-Undangan serta pendekatan ini melihat suatu 

permasalahan melalui nilai-nilai yang terkandung dalam suatu 

norma hukum atau Undang-Undang kaitannya dengan konsep-

konsep yang digunakan dalam rumusannya. Dalam Penelitian ini 

penulis menggunakan pendekatan konseptual atas dasar adanya 

keinginan penulis untuk mengkaji mengenai konsep-konsep yang 

berkembang dalam ilmu hukum khususnya hukum pidana 

lingkungan hidup, serta bagaimana perkembangan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pencemaran 

dan perusakan lingkungan oleh korporasi.21  

 
21 Ibid., Hlm 57. 



19 

 

 

 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara melakukan kajian 

terhadap kasus-kasus yang berkaitan erat dengan pokok 

permasalah dalam suatu penelitian hukum. Objek kajian utama 

dalam pendekatan kasus biasanya merupakan ratio decidendi atau 

reasoning yang artinya pertimbangan pengadilan sampai nantinya 

berujung pada putusan.22 Dalam hal penelitian yang dikaji oleh 

penulis menggunakan putusan pengadilan sebagai bahan referensi 

dalam menyusun argumentasi atas isu hukum yang penulis ambil, 

maka berdasarkan hal tersebut penulis menggunakan metode 

pendekatan kasus sebagai salah satu cara untuk menjawab 

permasalahan yang menjadi objek kajian penulis.23 

7.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini, penulis menitikberatkan pada jenis data sekunder, 

dimana yang dimaksud dengan data sekunder adalah suatu data yang 

diperoleh dari studi kepustakaan (library research) dengan melakukan 

pencarian tulisan-tulisan ilmiah, Peraturan Perundang-Undangan, 

doktrin, dokumentasi, serta bahan tulisan lainnya. 

Dalam penelitian hukum, Data sekunder dibagi menjadi 3 Bahan 

Hukum, yaitu : 

 

 

 
22 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2007), hlm. 58. 
23 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang: Unpam Press, 2019), hlm. 83. 
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a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang 

mempunyai Otoritas (autoritatif)24 atau dapat dikatakan bahwa 

bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum utama yang 

bersifat formal, berasal dari kebijakan-kebijakan yang memiliki 

kekuatan hukum yang sah, seperti Peraturan Perundang-

Undangan, Putusan Hakim, maupun catatan-catatan resmi atau 

risalah dalam pembuatan suatu Peraturan Perundang-

Undangan.25 Dalam penelitian ini penulis menggunakan Bahan 

Hukum Primer berupa Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:  

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;  

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta 

Kerja; 

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang 

Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh 

Korporasi. 

4. Putusan Nomor : 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum 

yang merupakan dokumen yang tidak resmi. kegunaan bahan 

hukum sekunder ini adalah untuk memberikan penjelasan 

 
24 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, cet 5 (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm 47. 
25 Ibid 
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kepada penulis mengenai bahan hukum primer yang telah 

digunakan, serta memberikan petunjuk bagi penulis untuk 

menentukan langkah dalam menyusun bagian-bagian dalam 

sistematika penulisan.26  

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang digunakan sebagai 

pelengkap atau penunjang bagi penulis dalam melakukan suatu 

penelitian, bahan hukum tersier juga diperuntukan memperluas 

wawasan serta memperkaya sudut pandang peneliti, sepanjang 

masih mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang 

telah diteliti.27 

7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan penulis dalam menyusun 

penelitian ini adalah dengan melakukan penelusuran (searching) bahan 

hukum dan/atau studi kepustakaan. Studi pustaka (bibliography study) 

adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari 

berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas. Penulis melakukan studi 

kepustakaan dalam arti mengumpulkan bahan hukum yang dapat 

menjawab permasalahan yang penulis teliti dengan cara mengidentifikasi 

peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-

 
26 Ibid., hlm 54. 
27 Ibid., hlm 57. 
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buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana 

lingkungan hidup. 28  

7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum 

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis 

data yang bersifat Kualitatif, yakni dengan melaksanakan suatu 

interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah 

untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.  

7.6 Teknik Penarikan Kesimpulan 

Dalam melakukan penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode 

penyimpulan dengan penalaran deduktif, dimana dalam menyimpulkan 

suatu permasalahan penulis menggunakan logika berpikir rasionalisme, 

menilai dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat lebih 

khusus, sehingga nantinya menghasilkan suatu pandangan tertentu dari 

peneliti terhadap permasalahan yang telah dikaji.29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 Ibid., hlm 65 
29 Ibid., hlm 71. 
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